NAGARI KUBU TAPAN
". KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABLIPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KUBLU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag)
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
" WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang : a. Bahwa Sehubungan Dengan Telah Berakhirnya Tahun

Anggaran 2020 Maka Untuk Mengetahui Kondisi Keuangan
Perlu Dilakukan Pertangpungjawaban Terhadap Pelaksanaan
Angparan Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBnag) Tahun
Angparan 2020,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, PertanggungJawaban terhadap pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggran
2020 perlu ditetapakan dengan Peraturan Nagari ;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayal | 6 ) Undang - undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah | Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) ;

3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
l;

7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
| Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679 | ;




10.

11.

12.
13.

14.

15,

16.

Peraturan Pemerintah Nomaor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539 |, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
arlT);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belamja Negara | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558 |, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864 ) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa | Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 2091 ) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan di Desa | Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 | ;

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

Peraturan Menten Dalam Negeni Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa | Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor ....... | ;

Keputusan Bersama Menien D-&l.su:n Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698
Tahun 2017, Nomor 954/ KMK.07 /2017, Nomor 116 Tahun
2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan
Penpuatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;

Perturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2016
tentang laporan kepala desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121
Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Kubu
Tapan;

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan
Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomaor);

Peraturan Nagar Kubu Tapan Nomor 01 Tahun 2017




Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari |
RPJMN J;

17. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 07 Tahun 20120
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Nagari Tahun 2020.

18. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kubu Tapan Tahun 2021-
202%. -~ -

19. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 01 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Kubu Tapan No 01
Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tatakerja
Pemerintah Nagari Kubu Tapan;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN
dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN

; MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : Peraturan Nagari Tentang Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBDes) Nagari Kubu Tapan
Tahun Anggaran 2020.

Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020
aehagai berikout ¢

1 Pendapatan Asli Nagari

e

2. Pendapatan Transfer ¢ Rp.  1.327.684.400,00 |

Jumlah Pendapatan Nagari B 1.327.684.400,00

2., Bidang Pembangunan " Rp. 55221659523

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan . Rp. 18.450.000,00

' 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat . Rp. 12.175.500,00
dan mendesak Nagari

Jumlah Belanjn Nagari . Rp. linu_"""'ltm"'"ﬁi




Surplus/ (Defisit) ' . Rp. 18.084.655,81

'IH. Pembiayaan Mapari

1. . Penerimaan Pembiayaan ' . Rp. 18.084.655,81 |

'_ 2. Pengeluaran Pembiayaan < . Rp. 18.084.655,81

Penerimaan Netto (1-2) R, T (0,00]
Pagal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari scbagaimana di maksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari :

Lampiran [. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa (Aplikasi Siskeudes) 2020,

Lampiran II. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Semesteran Tahun Anggaran 2020 Pemerintah
Nagari Kubu Tapan [

Lampiran [ll. Pemerintah Nagar Kubu Tapan Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 2020

Paszal 4
Peraturan Nagar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari

ini dengan penepatannya dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan dengan
diumumkan kepada masvarakat.

Ditetapkan di Kubu Tapan
PadaTanggal, 26 Maret 2020
WALl NAGARI KUBU TAPAN,

Diundangkan di Kubu Tapan
, 20 Maret 2020
i Nagari Kubu Tapan,

Lembaran Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten
~ Pesisir Sclatan Nomor 4 Tahun 2020



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN

TAHUN ANGGARAN 2020
Reafisasi s.d 312020
- ANGGARAN REALISAS] KURANG)
i e - (Rp) [Rp) )
1 2 3 4 H

4, PENDAPATAN
4.2, Pendagainn Transfer 1.274.134.138.07 1.255.520.190,060 18.614.035,07
424, Ciana Dass BZT.B93.000 00 BIT6E3.000.00 0,00
4,22 Bagl Hasl Pajak dan Relriisi 16 GG 035,07 V0o oD KT W40, 07
428 Alokas Dana Desa 436 TTT. 100,00 A6, 7T 100,00 1,00
a1 Paordapatan Laindain 1006000, 00 1.158.571,00 (158,571,000
438 Maoreksl Kesslahan Balanja Tatun-tahun Sebsturmn 0,00 0,00 4,00
438 Burga Bank 1,306 0000, 00 1.1660571,00 [ 156:571,00)
4.3.7, Lain-lain Pendapatan Deea ¥ ang Sah 0,00 13,00 0,50
JUMLAH PENDAPATAN 127513413507 1.250.67T0.671.00 18.455.464,07

& BELAMIA

5.1 Belanja Fagawal ' 386.400.000,00 EE. 400, 000, 00 3,00
511, Penghaslan Totap dan Turgangan Kepais Desa 51.600.000.00 51.600.000,00 2,00
8.4, Penghasian Tetap dan Turg@ngan Parangkal Dwea 782, 000.000,00 2B, (A0, XD, ] 0,00
514 Jurminan Soslal Kepaln Desa den Perangkal Desa 0,00 B00 a,00
514 Turgangan BPO 52 B00.000 00 2 I OO .00
537 Balania Barang dan Jasa 2E9.ETI 308,37 51,566 620,00 16,080, 650 27
521 Balanga Barang Pedenghapan 47471300 37 &, 30 63000 2.789.680.27
532 Bolanga Jass Homarmanum 108.235.000,00 160, 735.000,00 5. 5000, DCHR, CKF
B23 Baularga Panatanan Dinas 2.06:5.000,00 1.510.000,00 S5, DO, D)
524, Balani Jasa Seawds 0,00 0,00 0.00
525 Bularga Operasional Perkantoran 1.902. 000,00 1. 26000, 00 42000, 00
5 2R Bolang Pemalinarasn 2-300.000,00 2000080, 00 0.00
527, Belania Barang dan Jasa yarg Dismahian kepada . 00 DM D0 A3 400, 000,00 T 200,000, 00
51 Balanja Madal 156,234,405, 54 348 2ATE.B50,00 T.E5T.045,54
6.3, Baisnia Modal Pengadaan Peratatsn, Masin dan Al &2 B5T 945,54 2, D00, GO0, 50 TB57.845 54
535 Beedanja Modal JalanPrssarans Jaian 141.108.550,00 141 108 550000 .00
AT, Eotanja Modsl IngasEmbung/Drsinasaitic Limbahy 158 858 000 D0 {56, 550, D000 0,60
53.8. Beedanja Modal Larrya 3 400.000,00 3.4:00.000,00 0,00
5.4, Belanja Tidak Terduga Z60.910.985,07 2509100000, 00 986,07
54.1. Balanis Tidak Tenduga 280.990,068,0F R0 210000,00 WHE,OF
JUMLAH BELANJA 1,783 218 TH0, B8 1,168, 37317000 3. 345, 620,86
BLRPLUS | {DEFISIT) {18.084.655,81) (12.584.409,00) {5.490.156,81)

6. PEMBIAYAAN
B, Panarimaan Pembliayaan 18,084, 555,51 18.084.655,81 0.00
AR SILPA Tatwin Sebelumnym 10,004, 555, 81 15084 B5E A1 B0
PEMBIAYAMN NETTO 18,084,655, 51 18084 555, 51 0,08
[ Prinwd by Siskewdes U Halaman 1




IR =1 501

KRG NEy (Rp) (Rp ) iRp )
1 2 3 4 L]
SISA LEBIH PEMBIATAAN ANGGARAN 0,00 5.490.156,81 (5.430.158.81)
—— —_—

Kubu Tapan, 31 Ossambar 2026
WALl NAGAR

SYAFRIADE AHMAD

Halarman 2




LAPDRAN REALISAS] APB DESA
PEMERINTAH HAGARI KUBW TAPAN
HECAMATAN 14 RANAH AMPEK HULUTAPAN

HABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
‘. UEAlAN ANGGARAN REALIGAS]T  LEBIHWHURANGD)
{HBp ) (Rp] {Rp)
PEMDAPATAN
Pondopatan Transler 1274134 935,07 1.255. 52010000 18814 035,07
Cara Desa BT 69300000 P e, 500,00 .00
Bagl Hask Pajak dan Retribist 19,864 005,07 1.CE50.000,00 18.844.005 07
Aiokasi Dana Desa 26 TTT. 00,00 AP TTT. 100,00 0,00
Pandapatan Lain-laimn 1000 000,00 1.158.571,00 158.571,00
JUMLAH PENDAPATAN 127541807 1.256.678.671,00 1845546407
BELAMN.AS
FiDA NG PENYELE MIGARAN PEUERINT AHAN DESA 450 406.208.58 442 T81.820.00 16.704.5088,58
BIDANG PELANSEARELL K PEL SAREUME I CESE B33 216,565,223 23 21E.550.00 45,23
EIDA NG PELISIRAL N KELLLE YL ShE i T A% 18450000, 00 13.250.000.00 5. 200.000,00
ESDA NG PEMBERDAYALN MAS YERRAKAT 12.178.000,00 16, 436, 0040,00 2.0:0. 000,00
B0 G PERRMTEULANGAN SEMCANE DRBURAT DRN 2805 0. 9658, 07 280,510, 000,00 986,07
WEMDES AR DESA
JUMLAH BELANIA 1HNETELBE 1. 260272 1T0.00 23, %45 630, 88
EURPLLIG | {DEFIZIT) (H084.085 84}  (12.504.488,000  [(E.400.156 81}
PEMBLAYAAN
Prnenmann Pemibdayman A8.084 655 B 18.084. 655 B1 0,00
PEMEBIAY AAN NETTD 18,084 655,81 18,084 655 B1 o.on
BILPASILPA TAHUN BERAALAN .00 5490158, 81 {5450, 158 81)

Lihat Catatan Atas Laparsn Keaangan ying merupakan baglan yang tdak terpleahican darf laporan keunngan

[ Frinind oy 5houic:  JRETERR

Kubu Tapan, 31 Dessmbar 2020

EYAFRLADI AHMAD




o PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

¥ NAGARI KUBU TAPAN

“w*‘f-' Jin. Raya Padung Bengkulu Km. 121 Kode Pos. 25673

~ KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
HAGAD] KUSU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
MENJADI PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan scbagai
wijud dari  pengelolaan keuangan di Nagan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarmnya kemakmuran masyarakat
Nagari;

b. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Badan Permusyawaratan Nagan tentang
Persctujuan Penetapan Peraturan Nagan Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagan
Tahun Anggaran 2020.

Mengnget: = 5 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07 /2020

tentang Pengelolaan Dana Desa;

14, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 106
Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Limau Purut
Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2

Tahun 2016 tentang Nagari;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan



N
.

Nagari Tahun Anggaran 2020,

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan
Permusyawaratan Nagari;

19, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir

- Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pembagian -dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang
bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2020,

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Dana Nagan Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun
Anggaran 2020;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020;

22 Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2020 Tentang
Kewenangan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah
Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2020;

KEDUA + Persetujuan sebagaimana dimaksud Dhiktum EKESATU di
atas terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2020 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Nagari

1.1 Pendapatan Asli Nagari [PAN)

da, Semula Hp. 0,00
. Betambah / (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah PANagari setelah Rp. 0,00
perubahan

1.2 Pendapatan Transfer
g, Semula Rp. 1.327.684.400,00
d. Betambah | [berkurang) Rp (53.550.264,93)
Jumlah Pendapatan Rp. 1.263.218.790,88
Transfer Setelah Perubahan

1.3 Lain-Lain Pendapatan Nagari
yang Sah
8. Semula R 1, OO0, D0, 00
b. Betambah | (berkurang) Rp. 1.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Rp. 1.000.000,00

Pendapaatn MNagari Yang
Sah Betelah perubahan



2. Belanja Nagari

2.1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Nagari
¢. Semula Rp. 508.309.474,28
d. Betambah | (berkurang) Rp. (48.843.264,70)

Jumlah setelah perubahan  Rp.  459.466.209,58
2.2 Bidang Pembangunan

: a Semula Rp. 713.213.995,23
- k. Betambah [ (berkurang) _Rp.(190.997.400,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 552.216.595,23
2.3 “Hidang~ Pembinaan
Kemasyarakatan
a. Semula Rp. 73.463.086,30
b, Bstambah [ [berkurang) Rp. (55 013.086,30)
Jumlah setelah perubahan  Rp. 18.450.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan
- Masyarakat
: c. Semula Rp. 46.357.500,00
¢. Betambah / (berkurang) Rp. (34.182.500,00]
Jumlah setelah perubahan  Rp. 12.175.500,00
25 Bidang Penanggulangan
Bencana,

Keadaan Darurat, dan

Mendesak Desa

a. Semula Rp. 5.425.000,00
d. Betambah / (berkurang) Ep. 275.485.986,07

Jumlah setelah perubahan  Rp. 280.910,986,07

"Jumlah Belanja setelah Rp. 1.293.218.790,88

perubahan
Surplus/{Defisit] setelah Rp. 18.084.655.81

perubahan
3. Pembiayaan Nagari
31 Penerimaan Pemblayaan

. Semula Rp. 1B.084.655,.81
b. Betambah [ (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah setelah Rp. 18.084.655,.81
perubahan
iz Pengeluaran Pembiayaan

a, Semula Rp. 18.084.655,81
b. Betambah / (berkurang Rp. 0,00
Jumlah Setelah Rp. 18.084 655,81
Perubahdan
Selisih Pembiagyaan Rp. 0,00
setelah perubahan
Surplus / Defisit Rp. 18.084.655,81
Anggaran Perubahan

KETIGA . Agar Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020
nantinva diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari
segera mensosialisasikan Peraturan Nagan dimaksud.

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 6 November 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGAR] KUBU TAPAN

SYAMSUL



Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tangpgal : B November 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KUBU TAPAN



) BERITA ACARA
PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
WALI NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Satu, Kams
yang bertanda tangan dibawah ini :

. Nama cSYAMSUL
Jabatan  Ketua BAMUS NAGARI KUBL TAPAN

Atas Nama BAMUS, sclanjutnya disebut PIHAK KESATLU,

2. Nama s SYAFRIADI AHMAD
Jabatan : WALI NAGARI KUBU TAPAN

Atas Nama Pemerintah Nagari, Selanjutnya Discbut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah mendengar, melihat dun menyimak seluruh Laporan Pertanggung
Jawaban (LPI) PIHAK KEDUA mengenai pelaksanasn program pemerintah Nagan Kubu
Tapan Tahun Anggaran 2020, serta kami PIHAK KESATU telah scpakat bahwa Laporan
Keterangan Pertanggunglawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 PIHAK KEDUA
dinyatakan : DITERIMA / TIDAK DITERIMA,

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan satu dengan lamnnya
mempunyai kekustan Hukum yang sama serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

SYAMSUL



LEMBARAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUBL TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KAB. PESISIR SELATAN

NAMA JABATAN TANDA TANGAN
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KUBL TAPAN, 26 MARET 2021.
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